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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR 73 TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN DINAS, SEWA RUMAH DINAS        

DAN BAHAN BAKAR MINYAK DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH        

SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD THOHIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang  :   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat  

(2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pendayagunaan Dokter Spesialis, bahwasannya Bupati 

yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis 

bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal, jasa 

pelayanan, sarana prasarana, alat kesehatan, serta 

insentif daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan 

masing-masing; 

 

  b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar biaya 

sewa kendaraan dinas, sewa rumah dinas dan bahan 

bakar minyak untuk kendaraan dinas dokter spesialis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir 

Kabupaten Pesisir Barat; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801);  

 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5364); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  
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tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018  tentang 

Perubahan  Atas Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

 

12. Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri    Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter 

Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1121); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 76); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 77); 

 
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 

118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);          
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:   PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA SEWA 

KENDARAAN DINAS, SEWA RUMAH DINAS DAN BAHAN 

BAKAR MINYAK DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH KIAI HAJI MUHAMMAD  THOHIR. 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistim 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya. 

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kesehatan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pesisir Barat. 

8. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis dasar dan dokter 

spesialis penunjang yang bekerja di RSUD KH. 

Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat. 

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan yang dimiliki 

pemerintah daerah. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) standar biaya merupakan acuan dalam pemberian fasilitas 

sewa kendaraan dinas, sewa rumah dinas dan bahan 

bakar minyak untuk kendaraan dinas dokter spesialis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 

(2) sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam pemberian fasilitas sewa kendaraan 

dinas, sewa rumah dinas dan bahan bakar minyak untuk 

kendaraan dinas dokter spesialis di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir 

Barat. 

                     BAB III 

BESARAN STANDAR BIAYA 

Pasal 3 

Besaran standar biaya sewa kendaraan dinas dokter, sewa 
rumah dinas dan bahan bakar minyak untuk kendaraan 

dinas dokter spesialis Aparatur Sipil Negara dan Non 
Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai 

Haji Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat adalah 
sebagai berikut : 

 

NO URAIAN SATUAN HARGA 

SATUAN 

1. Sewa kendaraan dinas dokter 

spesialis Aparatur Sipil Negara dan 

Non Aparatur Sipil Negara 

Unit/Bulan Rp. 3.500.000,- 

2. Sewa rumah dinas dokter spesialis 

Aparatur Sipil Negara dan Non 

Aparatur Sipil Negara 

Unit/Tahun Rp. 15.000.000,- 

3. Bahan bakar minyak dokter spesialis 

Aparatur Sipil Negara dan Non 

Aparatur Sipil Negara 

Unit/Bulan Rp. 1.000.000,- 
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  BAB IV 

                   KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal 29 Desember 2023 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

               ttd 

 

      AGUS ISTIQLAL 

 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal  29 Desember  2023 

Pj.  SEKRETARIS DAERAH 

      KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

            ttd 

 

      JON EDWAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 497 

 
 
 
 
 
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
      KEPALA BAGIAN HUKUM  

   KABUPATEN PESISIR BARAT, 

  

          CHRISTIAN, S.H.,M.H.  
    NIP. 19860425 200912 1 001 



 

 

 



 

 

 

 

  


